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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Simpulan  

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya yang berdasarkan 

permasalahan yang ada, maka dapat dibuat suatu ringkasan atau saran-saran 

mengenai hal-hal yang telah dibahas dan diuraian tersebut, maka secara garis 

besar disimpulkan bahwa : 

a. Aspek hukum terhadap penggusuran PKL 

  Berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2003 Pasal 2 tentang penataan dan 

pemberdayaan PKL, penggusuran yang dilakukan pemerintah kota (Pemkot) 

telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada, namun, tidak semua 

kesalahan ada pada PKL. Penataan PKL yang gencar dilakukan oleh Pemkot 

Surabaya hingga kini masih belum menampakkan hasil yang maksimal. 

Meskipun penertiban besar-besaran telah dilakukan, namun para PKL 

memilih kembali kelokasi semula karena Pemkot belum membuktikan masa 

depan PKL pada tempatnya yang baru minimal sama dengan di tempat yang 

sama. 

  Dimana Pemkot Surabaya khususnya para penegak hukum, mungkin 

benar bahwa keberadaan PKL acapkali dinilai selalu melanggar hukum dan 

menjadikan kota terlihat kumuh, namun apabila PKL dapat dikelola dengan 

baik dan bijaksana, maka akan menjadikan sumber pendapatan asli daerah 

(PAD) kota Surabaya. 
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b. Penanggulangan PKL yang digusur 

  Pemerintah kota (Pemkot) bukan saja melakukan penggusuran 

terhadap PKL-PKL yang melanggar aturan yang ada namun, pemerintah 

kota juga wajib memberikan bimbingan penyuluhan dan memberikan 

kesempatan berusaha serta perlindungan kepada PKL. Karena menurut 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) dimana tiap-tiap warga 

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan
1
. Dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM 

Pasal 9 yang berbunyi : “tiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan 

hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”
2
. 

  Setelah PKL diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan 

usahanya maka tugas-tugas PKL menjaga ketertiban dan kebersihan kota 

agar tatanan kota tetap bersih dan indah. 

   

B. Saran-Saran 

  Pemerintah Kota harus memiliki suatu sistem Pengelolaan 

perdagangan di sektor informal sebab pengembangan keberadaan Pedagang 

Kaki Lima jika dikelola dengan sisitem yang baik maka akan mendatangkan 

suatau keseimbangan sosial ditengah masyarakat. Keberadaan pedagang kaki 

lima juga mampu menjadi katup-katup pengaman ekonomi saat terjadi krisis 

ekonomi. 

                                                 
1
 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) 

2
 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM 
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   Dalam penataan para pedagang kaki lima (PKL) Pemkot Surabaya 

harus membuat strategi planning yang benar-benar berbasis pada keadilan. 

Persoalan PKL bukan hanya semata-mata persoalan sosial biasa, melainkan 

menyangkut struktur yang tidak adil. Karena itu, solusinya bukan kebijakan 

yang kualitatif semata. Selain itu Pemkot Surabaya harus mengganti paradigma 

penataan kaum pinggiran dari penguasaan kepada pengaturan yang berbasis 

kesejahteraan dan keadilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


